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PUTUSAN
Nomor 5913/Pdt.G/2018/PA.Cbn

L N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tangal lahir Bogor/09 Agustus 1996, umur 22 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kampung Cikempong (pabrik kulit, samping
Mushola Al-lkhlas), RT.003 RW. 007 No. 05 Desa Pakansari,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ... sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/28 Mei 1990, umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kampung Neglasari (rumah ibu Ermah), RT.001
RW. 004, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Kota Bogor Utara,
Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat

bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5913/Pdt.G/2018/PA.Cbn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 17 Desember 2016, berdasarkan kutipan akta
nikah nomor 1942/164/X1l/2016 tertanggal 19 Desember 2016, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kampung Cikempong RT. 003 RW. 007, Desa Pakansari,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum
dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak bulan September 2018 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam
urusan rumah tangga.

b. Tergugat kurang terbuka masalah ekonomi kepada Penggugat.

¢. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah
tangga.;

5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 merupakan puncak permasalahan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat
sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan
Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan
hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat
dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak

tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak
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mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak

ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat

kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat
dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap
pada pendiriannya tetap ingin bercerai;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis
Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus,
dalam laporannya menyatakan : telah berupaya mendamaikan para pihak akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau
penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama sebagaimana

didalilkan oleh Penggugat;
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3. Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat
belum ada keturunan, karena Penggugat ber-KB tanpa sepengetahuan
Tergugat;

4. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat
dengan Penggugat, tetapi Tergugat membantah penyebabnya;

A. Tidak benar Tergugat selalu mencari masalah;

B. Tidak benar, yang benar keuangan selalu diketahui Penggugagt;

C. Tidak benar, yang benar Pengguatbyang tidak cocok dan selalu mencari
kesalahan Tergugat;

Bahwa tidak benar, karena Tergugat diusir oleh Ibu Penggugat;

Bahwa tidak benar, karena keluarga Penggugat terutama Ibunya, bukan

member solusi/penengah, malah menyudutkan Tergugat;

7. Bahwa tidak benar, yang benar Tergugat sudah memenuhi kebutuhan lahir
dan bathin, tetapi menurut Penggugat kurang, bahkan setelah diusir masih
memberikan uang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah
mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
1942/164/X11/2016 bertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, bukti surat
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli
kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula
menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah

sumpah yaitu:
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1. Imas Omasih Binti H. Momon, memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

— Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2018, sudah
tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam
hal keuangan dan uang amplop undangan pernikahan dikuasai oleh
keluarga Tergugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah
selama kurang lebih bulan Oktober tahun 2018;

— Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Firman Haris Ginting Bin T. Sinuraya, memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

— Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun September 2018,
sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

— Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena uang amplop undangan
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pernikahan dikuasai oleh keluarga Tergugat dan Penggugat galak kepada
Tergugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah
selama kurang lebih bulan Oktober tahun 2018;

— Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan duplik Tergugat
telah mengajukan dua oranbg saksi, yaitu :

1. Sintha Sulistina Binti Endang Sutisna, memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Tergugat;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

— Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2018, sudah
tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya kesalahfahaman
tentang uang hasil amplop undangan pernikahan, ada saudara Tergugat
yanhg memberikan amplop langsung kepada Ibu Tergugat dan Ibu Tergugat
diminta uang Rp. 4.000.000,- oleh keluarga Penggugat dan sudah diberikan
kepada Penggugat;

— Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah
selama kurang lebih bulan Oktober tahun 2018;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
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Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Amalia Suhertina Binti Endang Sutisna, memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Tergugat;

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

— Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

— Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2018, sudah
tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis, tetapi mereka sudah tidak
rukun dan sudah pisah rumah;

— Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah
selama kurang lebih bulan Oktober tahun 2018;

— Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan
Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis
hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor 1942/164/X1l/2016, telah diberi materai secukupnya dan
telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
tanggal 19 Desember 2016, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat
bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta
autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat
mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan
tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk
mediator, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya
perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui

pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak September 2018 antara
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Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangganya, dengan alasan karena masalah ekonomi dan puncaknya
pada bulan Oktober tahun 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, secara
substantiv Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, rumah tangganya
tidak rukun, tetapi Tergugat membantah semua penyebabnya, justru Penggugat
sebagai penyebabnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah
merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui
seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian
adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka
majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk
dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah
menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
yaitu Imas Omasih Binti H. Momon dan Firman Haris Ginting Bin T. Sinuraya,
telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan
ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan
saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan
persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sejak September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan
karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan uang amplop undangan
pernikahan dikuasai oleh keluarga Tergugat dan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2018, keterangan
saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan

dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis
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Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat
menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah
menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini
berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak
telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi
bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk
mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan
mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak
kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan
fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau
mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu
unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan
batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan
tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian
majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah
pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat
Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan

Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam
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rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa menunjuk Permohonan, Replik, bukti-bukti dan
kesimpulan Penggugat disatu sisi; Jawaban, Duplik, bukti-bukti dan
kesimpulan
Tergugat di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai
berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang telebih
dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal
25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam
masalah perceraian tidak dicari apa dan siapa yang sebagai penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting adalah rumah
tangga antara keduanya sudah pecah (breakdown marriage), yang tidak
mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti
sedia kala ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya
dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya
ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara
limitatif telah diatur dalam Undang-undang, melainkan dalam kondisi yang
khusus sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang
bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan
perkawinannya.Dengan adanya bukti-bukti yang terungkap di persidangan,
bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, di sisi lain
upaya-upaya konkrit yang dilakukan Tergugat tidak membuahkan hasil yang
signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, maka
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah gagal
meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan,
di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun

kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;
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Menimbang, bahwa  Penggugat selaku pihak suami juga telah
bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang
berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap
dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat
sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut
dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan)
yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan
kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah
sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing
pihak dapat menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin
haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan
suami-istri tersebut. Agama Islam menyediakan lembaga talak/perceraian
manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah
tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan
secara maksimal tidak lagi membawa manfa’at bagi keduanya, yang
menyebabkan  hubungan  suami-istri sudah terasa hampa, maka
mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan
menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan,
hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil
gugatannnya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat
dinyatakan terbukti menurut hokum, dalil petitum telah didukung oleh posita,
maka dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang
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Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara
sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 376.000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 10 Ramadlan 1540 Hijrivah oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto,
Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda
Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Evi Triawianti Drs. Supyan Maulani, M.Sy.
Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Subharto, Lc., LLM.
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Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000, -
- Biaya Proses 'Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 450.000,-
- Redaksi 'Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah ‘Rp 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
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